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ABSTRAK

Perkembangan teknologi menyebabkan munculnya kejahatan baru, salah
satunya adalah kejahatan illegal electronic transactions. kejahatan tersebut di
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa
kejahatan ini dilakukan dengan cara melakukan transaksi illegal melalui situs jual
beli, dalam hal ini situs kaskus. Situs Kaskus dipilih karena lebih efektif, efesien
dan aman serta terdapat juga pihak ketiga (rekber) yang membantu penitipan dana
untuk penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi secara tidak langsung,
kemudahan yang diberikan FJB Kaskus dan rekber tersebut, menimbulkan
penyalagunaan internet (misuse of internet). Berdasarkan uraian tersebut, dapat
dirumuskan permasalahan sebagi berikut: Bagaimana penegakan hukum transaksi
elektronik illegal terhadap Forum Jual Beli Kaskus? dan apa saja kendala yang
dihadapi dalam penegakan hukum transaksi elektronik illegal?

Untuk menjawab pemasalahan tersebut, penyusun menggunakan teknik
kualitatif, kemudian disajikan secara yuridis normatif untuk mengetahui upaya
penegak hukum Kepolisian dan PT. DARTA MEDIA INDONESIA dalam
melindungi masyarakat dengan menggunakan instrumen Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pidana yang berkaitan
dengan transaksi illegal, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan
(field research). Yang dilakakukan di PT. DARTA MEDIA INDONESIA
(Kaskus) dan di Polda DIY.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Penegakan Hukum
Illegal Electronik Transactions terhadap Forum Jual Beli Kaskus Korwil
Yogyakarta yang dilakukan oleh Polda DI'Y belum maksimal dilaksanakan, hal ini
dibuktikan dengan masih banyaknya transaksi barang illegal disitus tersebut,
walaupun beberapa upaya penanganan dengan melakukan beberapa pendekatan
preventif, represif dan responsif sudah dilakukan, akan tetapi tidak cukup
mengurangi (misuse of internet), faktor yang mempengaruhi problematika
tersebut adalah tidak seriusnya Kepolisian dalam menindak kejahatan tersebut.
Dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukumnya dijumpai beberapa kendala,
kurangnya kordinasi antara Kepolisian dan pihak terkait seperti Perbankan,
Provider sehingga sulit untuk menncari pelaku kejahatan Jual Beli melalui FJB
Kaskus.
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MOTTO

“Hidup adalah perjuangan, Cuy.
Perjuangan tanpa pengorbanan adalah
omong kosong, Bro.
Sedangkan perjuangan tanpa doa itu
sombong, Men.

(JUNET-UHUY)
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PEDOMAN SINGKATAN

Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku
kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan
sebagai kata.

A. Akronim
Singkatan Deret Kata Keterangan

BM Black Market Pasar gelap (pasar ilegal)

ITE Informasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
Transaksi 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Elektronik

IP Internet Protocol
uu Undang-Undang | Kitab Undang-Undang
FTZ Free Trade Zone Area pasar bebas Internasional
WWW World Wide Web

B. Kamus Besar Bahasa Kaskus

A

Admin Administrator Kaskus. Biasanya Merujuk ke Andrew, D.

Agan Kependekan dari juragan, panggilan sesama Kaskuser

Aganwati Panggilan untuk member perempukan Kaskus

Agrement Peraturan dari Kaskus mengenai tata tertib dalam forum

B

Banned Larangan untuk mengakses Kaskus, ini disebabkan karena
user melakukan kesalahan pelanggaran tertentu

Bata Tanda untuk reputasi buruk. Tampilan kotak kecil
berwarna merah di bawah user ID

Bot program komputer untuk menjalankan perintah otomatis




BRP Point reputasi buruk seorang Kaskuser, hal yang paling
dihindari

C

Cendol Tanda reputasi baik. Tampilanya kotak kecil berwarna
hijau di bawah user ID

COD Cash On Delivery

Co-Admin Yang membantu Administrator Kaskus

D

Donat [$] Kaskus donatur. Member Kaskus yang melakukan donasi
ke Kaskus

=

FJB Forum Jual Beli. Subforum di Kaskus

FR Field Report

FU Factory Unlocket

G

Gan Kependekan juragan, panggilan sesama Kaskus

GRP Good Reputation Point. Reputasi baik. Cendol

H

Hansip Pihak suport yang menangani pelanggaran

|

ID Identitas Kaskus IP

ljo-ljo Cendol

ISO/1SO 2000 Member memiliki posting 2000 atau lebih

J

Juragan Panggilan khas sesama member Kaskus

K

Kaskus Kasak kusuk. The Largest Indonesian community




Kaskus Addict

Pangkat untuk member dengan jumlah post 1.000-3.999

Kaskus Freak

Pangkat untuk member dengan jumlah post 25.000-49.999

Kaskus Greek

Pangkat untuk member dengan jumlah post 10.000-24.000

Kaskus Holic

Pangkat untuk member dengan jumlah post 750-999

Kaskus Maniac

Pangkat untuk member dengan jumlah post 4.000-9.9999

M

Maintenance

Kondisi dimana Kaskus sedang diperbaiki

Manager User mengatur, mengawasi dan menjaga groupee
N

Newbie Pangkat untuk member Kaskus pemula, post 0-99
O

Ongkir Ongkos kirim. Istilah FIJB

P

Polkis Polisi

Post Mengirim

PM Privet Massage

R

Region Leader

User yang dipercaya untuk memoderasi, mengawasi.

Rekber Rekenig Bersama. Istilah FIB untuk pihak ketiga

S

Sundul Mereplay thread dengan tujuan mengangkat thread
tersebut ke halaman awal forum

T

Thread Tulisan atau buah pikiran seseorang dalam forum

W

WTS Want To Sell

Xi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi internet sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam
era gobalisasi. Fenomena kecepatan dan perkembangan teknologi informasi ini
mulai merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya di negara maju saja akan
tetapi di Negara berkembang dan dimanfaatkan untuk berbagai bidang
komunikasi atau e-commerce *, walaupun pada awalnya diciptakan untuk
menghasilkan manfaat positif, akan tetapi juga digunakan untuk hal-hal yang
negatif.

Akibat dari perkembangan yang demikian. Teknologi internet menyebabkan
kejahatan baru, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase,
provokasi, money laundering data, hacking, pencurian sofware maupun
dimanfaatkan sebagai illegal e-commerce, kejahatan melalui jaringan internet
(cybercrime) tersebut tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk
mengimbangi sehingga sulit untuk mengendalikanya, munculnya beberapa kasus
cybercrime di Indonesia menjadi ancaman stabilitas ekonomi karena maraknya
e-commerce dalam bentuk jual beli barang illegal. Pemerintah dengan perangkat

hukumnya belum bisa mengimbangi teknik kejahatan dan investigasi yang

!Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,
(bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), him.1.



dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet
(internetwork)?

E-commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang
dilakukan melalui jaringan komputer, e-commerce tersebut dapat mengefektifkan
dan mengefisiensikan waktu transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun
dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini tidak dilakukan
secara langsung atau tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan
transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga
perjanjian jual beli yang terjadi di antara penjual dan pembeli dilakukan secara
elektronik.?

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian dalam Undang-Undang:

“Kegiatan transaksi dengan memafaatkan media internet disebut sebagai
transaksi elektronik, merupakan sebuah perbuatan hukum yang menggunakan
komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. ”

Mekanisme jual beli secara online ini memberikan berbagai kemudahan,
kecepatan, efesiensi dalam transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Selain itu juga, pelayanan serba cepat, praktis, mudah dan mempunyai ruang

gerak lebih luas dalam memilih produk barang dan/atau jasa®.

?Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime, (Depok: Raja Grafindo
persada, 2013), him.3.

*Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta:
Refika Aditama, 2013), him.1.

* Anugrah Perdana D.S,” Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam
Transaksi Jual Beli Barang Elektronik secara Online di Kota Samarinda”, skripsi, Fakultas
Hukum, Univesitas Mulawarman, Samarinda, 2013.



Selain banyaknya manfaat yang didapat juga menimbulkan kejahatan baru.
Salah satunya transaksi illegal yang dilakukan melalui situs atau web. Produk
yang dijual belikan salah satunya adalah (handpone black Market). Black market
sebagian akademisi mengartikan bahwasanya barang hasil dari pasar gelap black
marcket (BM), ada pula yang yang mengartikan lain seperti pasar abu-abu grey
marcket adalah pasar dimana barang secara rutin diperdagangkan secara
melanggar hukum. Pasar ini terjadi karena keinginan sejumlah besar pembeli dan
penjual untuk menghindari kontrol harga dan penjatahan/kouta yag diberikan oleh
pemerintah, menghindari pajak atau bea masuk barang atau jasa, dan juga
mendapatkan barang atau jasa murah.’

Kaskus adalah salah satu dari beberapa situs yang dipilih untuk illegal e-
commerce, situs ini mewajibkan penggunanya untuk menjadi anggota (member)
terlebih  dahulu sebelum dapat mengakses Forum Jual Beli (FJB).
www.kaskus.co.id adalah situs yang memiliki ribuan anggota dan beberapa
forum unik, salah satu forum tersebut adalah (FJB) Kaskus. Keunggulan (FJB)
adalah dipilih sebagai sarana transaksi yang mudah dan aman dalam menjual
berbagai macam barang. situs (FJB) terdapat pihak ketiga atau disebut juga
rekening bersama (rekber). Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang
membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online oleh pembeli. Jual beli
dengan cara ini, pembeli tidak merasa ragu untuk bertransaksi atau merasa
khawatir ketika barang yang dibeli tidak sampai. Sementara sebagai penjual,

mereka tidak perlu bersusah payah membangun reputasi dan juga terhindar dari

*http://kamusbisnis.com/arti/pasar-gelap/”.com



kecurigaan-kecurigaan berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang
diiklankan secara online sulit terjual.®

Barang yang dijual di (FJB) Kaskus antara lain buku, barang antik, lukisan,
perlengkapan bayi, pakaian, sepatu, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik,
komputer, tiket (konser dan pesawat), peralatan rumah tangga, peralatan musik,
makanan, flora, fauna dan lain-lain.”

Permasalahan pertama terletak pada penegakan hukum transaksi elektronik
Illegal, bahwa didalam undang-undang telah disebutkan mengenai perbuatan yang
dilarang untuk dilakukan dalam transaksi elektronik. seperti yang disebutkan
dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian dalam Undang-Undang:

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau
pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi
berlangsung. ”

Diatur juga dalam Undang-Undang Hukum Pidana mengatur transaksi yang
dilarang dalam Pasal 480 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pengertian dalam Undang-Undang:

“Barang siapa membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima
hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda,
yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
penadahan.”

Pasal 481 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pidana juga mengatur tentang

transaksi yang dilarang.

®Rekening bersama, http://www.rekeningbersama.com/, diakses 16 Mei 2015.

"Muhammad billah yuhadian, perjanjian jual beli online melalui rekening bersama pada
forum jual beli kaskus. 2012. him.15.


http://www.rekeningbersama.com/

Demikian konsep transaksi elektronik yang diatur dalam UUITE dan
Hukum Pidana bersifat luas, karena mencakup segala transaksi dalam bidang
perdagangan (commerce) maupun di luar perdagangan.®

Permasalahan yang kedua adalah kasus apa yang paling menonjol di dalam
(FIB) Kaskus yang sering di lakukan.

Permasalahan yang ketiga dalam penegakan hukum transaksi elektronik
illegal terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh penegakan hukum dalam hal
ini adalah kepolisian cyber, hal ini sebagai dasar bahwa dengan melihat
banyaknya kendala dilapangan dalam mengungkap kejahatan cybercrime
khusunya transaksi illegal penyusun mengangkat permasalahan ini.

Demikian penyusun tertarik meneliti karena ada hal-hal yang menarik untuk
diteliti maka dari itu penyusun mengangkat skripsi dengan tema ‘’Penegakan
Hukum Illegal Elektronic Transactions (Studi Terhadap Forum Jual Beli
Kaskus Korwil Yogyakarta)”’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:

1. Mengapa harus ada penegakan hukum illegal electronic transactions
melalui forum jual beli Kaskus?

2. Apa kasus yang paling menonjol dalam forum jual beli Kaskus?

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum illegal electronic

transactions?

8Josua Sitompul,2012, Cyberspace. Cybercrime. Ciberlaw. Tinjauan Aspek Hukum Pidana,
(Jakarta: Tatanusa, 2012), him. 75.



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Untuk mengetahui penegakan hukum transaksi elektronik illegal melalui (FIB)
Kaskus
2. Untuk mengetahui kendala — kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum
transaksi elektronik illegal melalui (FIB) Kaskus
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
a. Secara Teoritis
Penyusun berharap karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran
dan landasan teoristis bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat
memberikan informasi mengenai penegakan hukum transaksi elektronik illegal
pada (FJB) Kaskus, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi
ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian
selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum transaksi
elektronik illegal pada (FIB) Kaskus.
b. Secara praktisan
Menambah wawasan bagi penyusun Khusunya, dan para pembaca pada
umumnya, termasuk masukan bagi Kepolisian DIY untuk melaksanakan
penegakan hukum sebagaimana mestinya.
D. Telaah Pustaka
Kajian pustaka perlu dilakukan penyusun untuk menghindari adanya
kesamaan dalam penelitian, dan untuk memperkaya serta menambah wawasan.

Beberapa penelitan yang sejenis dengan penelitian ini, antara lain:



Pertama, skripsi yang berjudul “Mencegah Mudharat dalam Transaksi E-
commerce (Prespektif Hukum Islam)”, yang disusun oleh Badru Zaman Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). Membahas
bahwasanya skripsi tersebut lebih mengedepankan upaya pencegahan
kemadharatan e-commerce dengan menggunakan tinjauan hukum islam, ushul
figih untuk kejelasan hukum islam. Adapun dalam skripsi ini dijelaskan
bahwasanya untuk menanggulangi hal terkait celah kekurangann dalam sistem
keamanan e-commerce, maka digunakanya hukum ushul figih sebagai pelengkap
hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, tidak sepenuhnya dapat memberikan fungsi perlindungan. Masih
terdapat gejala yang dapat memberikan peluang kemudharatan. Namun begitu,
dharurat e-commerce masih dapat ditanggulangi. Karena pada intinya sistem
tidak dapat dihapuskan atau diblokir karena menyangkut pertimbangan kebutuhan
masyarakat modern yang meminta serba cepat dan efesien.’

Adapun Perbedaan penelitian dengan penelitian penyusun adalah penyusun
lebih fokus pada objek yang diteliti dan penegakan hukumnya, penyusun lebih
fokus terhadapt situs Kaskus yang digunakan untuk transaksi illegal sebagai
misuse of internet dan upaya penegakan Hukum Pidana akan tetapi juga
menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi
Elektronik dan juga Hukum Permendag. Penyusun tidak memasukan hukum islam

di dalam skripsi ini, sebagaiman digunakan oleh Badru Zaman.

*Badru Zaman, “Mencegah Mudharat dalam Transaksi E-commerce (Perspektif Hukum
Islam) Skripsi Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri UIN Sunan Kalijaga, 2010.



Kedua, skripsi yang berjudul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana
Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana”, yang disusun oleh Philemon
Ginting, llmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2008). Membahas
bahwasanya penelitian diatas lebih fokus kepada penanggulangan dengan
menggunakan formulasi hukum pidana dalam tindak pidana teknologi informasi,
sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan
Transaksi Elektronik dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan
dengan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, tetapi kebijakan
formulasinya berbeda-beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-nya belum
mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi,
kebijakan formulasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan
Transaksi Elektronik masih membutuhkan harmonisasi/sinkronisasi baik secara
internal maupun secara eksternal terutama dengan instrumen hukum internasional
terkait dengan teknologi informasi.

Adapun perbedaan dengan penelitian penyusun adalah penegakan
normatifnya, penyusun tidak hanya menggunakan hukum pidana akan tetapi juga
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
dalam menanggulangi atau meminimalisir cyber crime. Perbedaan selanjutnya
terletak pada objek yang diteliti, penyusun lebih fokus terhadap situs Kaskus
sebagai pihak penyedia jasa jual beli online dan Kepolisian DIY sebagai penegak
hukum transaksi elektronik tersebut, upaya apa saja yang dilakukan untuk

memberantas transaksi tersebut.



Ketiga, skripsi yang berjudul “Penanggulangan Kejahatan Mayantara
(Cyber Crime) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi di Rektorat resersi
Kriminal Kepolisian Daerah Sumatra Utara)”, yang disusun oleh Gabe Ferdinal
Hutagalung Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan (2011).
Membahas bahwasanya cyber crime didasarkan atas peraturan prundang-
undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam kejahatan mayantara. Penelitian
ini lebih membandingkan hukum di negara-negara yang sudah meneapkan
peraturan perundang-undangan dengan hukum yang ada di Indonesia.

Kesimpulan adalah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap kejahatan
mayantara saat ini adalah sebelum disahkanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa ketentuan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan mayantara akan
tetapi kebijakan formulasinya berbeda-beda terutama dalam kebijakan
kriminalisasinya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana
teknologi informasi, didalam hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Informasi dan Transaksi Elektronik masih memerlukan kesempurnaan dalam
aturan mayantara dengan melihat formulasi hukum dinegara lain dengan
instrumen hukum Internasional terkait dengan teknologi informasi diharapkan
meningkatkan kualitas hukum di Indonesia semakin baik.

E. Kerangka Teoretik

Menganalisis permasalahan penegakan hukum transaksi elektronik barang

illegal, penyusun menggunakan beberapa teori sebagai menambah penjelasan dan

memperkaya materi, dengan demikian sesuai dengan tema pembahasan. kejahatan



transaksi elektronik barang illegal melalui internet memanfaatkan teknologi
internet sebagai sarana kejahatan dalam transaksi e-commerce, dan memanfaatkan
internet sebagai keuntungan dari kejahatan e-commerce dengan menjual barang
elektronik tanpa bea cukai, seperti halnya situs Kaskus. Situs tersebut sejatinya
untuk memberikan kemudahan untuk mengkomersilkan atau dengan kata lain
menjual barang. Akan tetapi disisi lain digunakan untuk melakukan kejahatan
menjual barang illegal yang sudah jelas dilarang diperdagangankan oleh
pemerintah khususnya bea cukai serta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Informasi dan hukum pidana,
oleh karena itu teknologi internet adalah teknologi yang mempunyai dua sisi
dengan memberikan pilihan-pilihan untuk dimanfaat, untuk hal baik maupun
buruk, maka peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

Pertama. Teori tindakan pidana (strafbaar feit) merupakan istilah asli
bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai
arti diantaranya, yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana,
maupun perbuatan pidana yang didapat pidana.

Perbuatan tindak pidana menurut simons didefinisikan sebagai perbuatan
(hendling) yang diancam dengan pidana dalam kasus kejahatan illegal electronic
transactions diancam dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Transaksi Elektronik dan Informasi, yang mana perbuatan bertentang dengan
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hukum (onrechmatig) tersebut. Dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh
seseoorang yang mampu bertanggung jawab. ™

Rumusan tindak pidana diatas dipandang oleh jonkers dan ultrecht sebagai
rumusan yang lengkap, karena akan meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.

2. Bertentangan dengan hukum.

3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)

4. Seseorang itu dipandangbertanggung jawab atas perbuatanya.™

Kejahatan e-commerce adalah sebuah tindak pidana yang dapat diancam
oleh hukum sesuai Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2).
Penyalagunaan teknologi internet sebagai transaksi illegal. perbuatan tersebut
bertentangan dengan hukum pidana dan juga sudah jelas penyalagunaan
melanggar hukum. Seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan
tersebut.

Kedua, Teori penegakan hukum menurut john Graham bahwa penegakan
hukum dilapangan, polisi merupakan kebijakan pengakan hukum dalam
pencegahan kejahatan.

Menurut Hamis MC. Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan
dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh
orang yang betul-betul ahli bidangnya dan dalam penegakan hukum mempunyai

pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

19 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012),
him.160
' 1bid, him.160.
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Menurut Jimly Asshiddigie mengatakan bahwa definisi penegakan hukum
dibagi menjadi. Ditinjau dari sudut subjek dalam arti luas, proses penegakan
hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.
Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum hanya diartikan sebagai
aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu
aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Pengertian penegakan hukum itu
mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan
formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti
sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum peraturan
yang formal dan tertulis saja.*?

Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidigie
mengemukakan bahwa criminal justice system adalah pendekatan sistem terhadap
mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu
sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan,
praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Mardjono memberikan
batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat
untuk menanggulangi masalah kejahatan. menanggulangi disini diartikan sebagai

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.™

12 Jimly Asshiddigie, Penegakan Hukum, Jurnal Hukum, diakses melalui www.
Google.com, 05 Maret 2015.

Bbid.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif untuk
mengetahui secara mendalam mengenai peran dan upaya pemerintah beserta
(FJB) Kaskus dalam memberantas transaksi jual beli melalui Kaskus dan situs-
situs lainya. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai
suatu fenomena, sehingga memiliki sifat menjelaskan masalah-masalah yang
dihadapinya. Dalam hal ini peneliti menganalisa Penegakan Hukum Illegal
Electronic Transactions (Studi Terhadap Forum Jual Beli Kaskus Korwil
Yogyakarta). Berdasarkan teori yang digunakan penyusun akan menjelaskan jenis
penelitian, subyek dan obyek penelitian, jenis data dan sumber data, tehnik
pengumpulan data dan analisis data dengan rincian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu

dengan melakukan wawancara, pengamatan, observasi terhadap aturan kebijakan
hukum dalam mencegah transaksi illegal dalam situs Kaskus.
2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu masalah apa yang hendak diteliti atau masalah

penelitian yang disajikan obyek penelitian, pembatasan yang dipertegas dalam
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penelitian.** Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitiannya adalah situs
Kaskus.
b. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah sumber data dari penelitian yang dimana data itu
diperoleh.” Adapun subyek penelitian adalah moderator Kaskus, Penegak hukum
yaitu dalam hal ini Kepolisian DIY khususnya Ditreskrimsus yang mengawasi
segala bentuk yang berkaitan transaksi cybercrime, dan hal-hal yang berkaitan
dengan yang akan diteliti.
3. Sumber Data Penelitian
Sumber data yang digali dalam penulisan skripsi ini adalah:
a. Data primer
Data Primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh wawancara dengan
informan yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Informan dalam
penelitian ini antara lain Pihak Kaskus yaitu Moderator Kaskus dan Kepolisian
Polda DIY.
b. Data sekunder
Bahan sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan

artikel ilmiah tentang hukum yang terkait dengan tema.

Y“M.AmirinTatang, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafika Persada, 1995),
him. 92-93.

>Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), him. 102.
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4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah:

a. Wawancara / Narasumber

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan model tanya jawab lisan
atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari
terwawancara.™® Metode ini dipergunakan untuk hubungannya dengan Penegakan
Hukum Transaksi Elektronik Illegal.

b. Observasi

Observasi adalah usaha untuk mengumpulkan data-data melalui pengamatan
yang cermat di lapangan.'” Observasi ini mengamati secara langsung tanpa
memanipulasi data.*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan (paper), tempat (Place), dan kertas atau orang (people).
Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar, dan surat resmi yang terkait
dengan pembahasan. Selain itu, dokumentasi merupakan metode dengan cara
pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting, yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti. Sehingga akan diperoleh data lengkap, sah bukan

berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian sosial fungsi data berasal dari

'®Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, cet. VII (Jakarta:
Melton Putra, 1991), him.126

"HM ArifinTata, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1990), him.121

3. Nasution, Metodologi Research Penelitian llmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),
him.106.
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dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi
data primer.*

d. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara memperoleh atau
mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan berdasarkan text book
maupun jurnal-jurnal ilmiah.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara data primer, sekunder dan tersier, dianalisis
dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis normatif yang erat
kaitannya dengan penelitian ini.

Kegiatan analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki
lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini analisis data kualitatif
menurut Bogdan dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat muda dipahami, dan
temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memudahkan penyusunan penelitian karya
ilmiah ini serta memperoleh penyajian yang konsisten dan terarah dalam skripsi
ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB Petama, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan

sebuah deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah

®Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008),
him.158
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yang akan diteliti. Rumusan masalah yang memuat tentang bagian permasalahan
yang akan diangkat dalam sebuah penelitian dan bentuknya bisa berupa
pernyataan maupun pertanyaan. Tujuan dan Kegunaan penelitian untuk
menjawab, rumusan masalah, tuuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB kedua, membahas tentang pengertian hukum pidana, penegakan
hukum pidana, dan lain-lain.

BAB ketiga, mengenai identifikasi umum dan sajian data khusus terkait
aspek penegakan hukum terhadap keahatan transaksi elektronik illegal terhadap
Forum Jual Beli Kaskus. Adapun beberapa penjelasanya mengenai, transaksi
elektronik (e-commerce), para Pihak yang terkait dalam transaksi elektronik,
keuntungan dan Kkerugian transaksi elektronik, modus kejahatan transaksi
elektronik illegal, pengaturan tindak Pidana Kejahatan transaksi elektronik illegal,
kejahatan transaksi elektronik illegal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan instrumen
Internasional.

BAB keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang
menjelaskan tentang, mengapa harus ada penegakan hukum illegal electronic
transactions, kasus apa yang paling menonjol, penanggulangan penyalagunaan
Kaskus dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum illegal
electronic transactions.

BAB kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-

saran yang konstruktif yang berkaitan dengan penelitian ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1) Penegakan hukum illegal elektronic transactions harus ada karena beberapa
sebab sebagai berikut:
a. Melanggar Perundang-Undangan dan Permen
Rumusan sanksi pidana sebagaimana diatus dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal (1) ayat (2), Pasal (3), Pasal 17 ayat
(2) yang mengatur tentang itikad baik untuk tidak melakukan jual beli
elektronik khususnya handpone black market, dan Undang-Undang
Pasal 480 ayat (1) dan (2) dan Pasal 481 ayat (1) dan (2) yang keduannya
mengatur tentang penadahan selain diatur dalam Undang-Undang
tersebut, juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan di dalam
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22 tentang aturan penjualan telematika (HP).
Pada dasarnya menerapkan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang
merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan). Formulasi
penerapan sanksi pidana seperti jual beli handpone blackberry (BM)
menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana
ganda yang cukup berat, dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.
b. Merugikan Pendapatan Pajak Negara

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut
berbentuk sanksi kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan

merupakan Kkejahatan tindak pidana yang merugikan kepentingan
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penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara, merusak
perekonomian makro dan mikro, dan merugikan potensi penerimaan
negara yang diperlukan untuk pembangunan nasional dalam rangka
mensejahterakan rakyat banyak.

2) Kasus yang paling menonjol dalam illegal electronic transactions melalui
(FIJB) Kaskus adalah menjualan handpone blackberry (BM) disitus (FJB)
karena tidak ada moderasi/pengamanan khusus oleh Kaskus. Jual beli tersebut
bebas dilakukan dan melanggar ketentuan perundang-undangan dan
menggangu perekonomian Indonesia khususnya diwilayah Yogyakarta, maka
penegakan hukum yang dilakukan Ditreskrimsus Polda DIY dan Kaskus dalam
menangani kejahatan tersebut, melakukan dengan beberapa upaya pendekatan
sebagai berikut:

a. Upaya Preventif, Ditreskrimsus Polda DIY melakukan upaya sosialisasi
dengan membuat threads disitus (FJB) Kaskus, threads tersebut berisi
himbauan untuk menghindari jual beli handpone black market dan
memberitahukan bahwa perbuatan tersebut berakibat hukum. Pihak
Kaskus sendiri sudah memberi guidelines dalam hal ini sudah
mengantisipasi memberikan pemahaman kepada Kaskuser untuk berhati-
hati dalam jual beli disitusnya.

b. Upaya Represif, pendekatan represif digunakan apabila tindakan preventif
telah dilakukan, pendekatan ini menitik beratkan pada penegakan hukum
secara tegas dengan mengedepankan peraturan Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik, Hukum Pidana dan Permendag untuk mengatur
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jual beli handpone black market di situs Forum Jual Beli Kaskus (FJB).
Pendekatan ini telah dilakukan Ditreskrimsus Polda DIY dengan
membentuk tim khusus untuk menyelidiki jual beli handpone black
market, dan menindak pelaku kejahatan sesuai peraturan perundang-
undangan. Pihak Kaskus juga menggunakan upaya preventif hal ini
dibuktikan dengan adanya aturan banned akun Kaskuser sebagai upaya
untuk mengurangi transaksi handpone black market, salah satu pilihannya
dengan menutup threads karena dianggap ampuh untuk mengurangi dan
meminimalisir, threads atau akun yang dianggap melanggar ketentuan
Kaskus, dan juga mengeluarkan aturan disclimer sebagai ancaman yang
diberikan oleh pihak Kaskus kepada penggunanya.

c. Upaya Responsif, bersifat partisipasif, dalam hal ini Ditreskrimsus Polda
DIY mengajak partisipasi semua elemen masyarakat untuk melaporkan
kejahatan jual beli handpone black market, karena dengan partisipasi
semua elemen masyarakat diharapkan penegakan hukum akan
berlangsung efektif.

3) Ditreskrimsus Polda DIY mempunyai beberapa hambatan dan kendala dalam
penegakan hukum transaksi elektronik illegal melalui sius Kaskus sebagai
berikut:

a. Kendala internal, aturan hukum yang kurang tegas, ini dibuktikan dalam
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus
mengatur barang yang dilarang untuk ditransaksikan melalui  (FJB)

Kaskus, dan juga kurangnya tegasnya Kepolisian dalam menindak transaksi
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tersebut, hal ini dibuktikan masih maraknya jual beli handpone black
market melalui situs (FJB) Kaskus, hambatan-hambatan Kepolisian
diakibatkan beberapa faktor antara lain: kurangnya penyidik di
Ditreskrimsus Polda DIY, kurangnya kordinasi antar penyidik dan juga
kurangnya kordinasi terhadap instansi terkait seperti perbankan, provider
untuk mencari alamat pelaku kejahatan.

Kendala external, sulitnya mencari pelaku transaksi jual beli handpone
black market melalui situs FJB Kaskus, ada beberapa faktor yang
menyebabkan sulitnya melacak keberadaan pelaku kejahatan antara lain:
prinsip kerahasiaan Bank, walaupun pihak Bank setuju memberikan alamat
nasabahnya, akan tetapi pihak Bank tidak dapat memastikan alamat
tersebut, benar dan sesuai dengan alamat Pelaku kejahatan, dan juga
sulitnya mencari data identitas asli nomor telepon (provider) yang

digunakan untuk transaksi illegal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka

penyusun memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan

pertimbangan bagi Pemerintah selaku pemegang kebijakan dan sebagai pelindung

masyarakat dalam bertransaksi elektronik. adapun saran-saran tersebut yaitu:

1) Perlunya dibuat undang-undang khusus oleh Pemerintah untuk mengatur

penegakan hukum transaksi elektronik illegal sehingga dapat terlaksananya

penegakan hukum secara tegas, atau menambahkan ketentuan e-commerce
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illegal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang

selama ini kurang spesifik mengatur ketentuan e-commerce illegal.

2) Diharapkan aparatur penegak hukum khususnya Ditreskrimsus Polda DIY
untuk selalu benar-benar serius dalam menindak lanjuti setiap tindak pidana
transaksi elektronik illegal diwilayahnya, sehingga diharapkan dapat

memberantas jual beli handpone black market.
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Alamat  : FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Judul : PENEGAKAN HUKUM TRANSAKS| ELEKTRONIK ILLEGAL (STUDI TERHADAP FORUM
JUAL BELI KASKUS KORWIL YOGYAKARTA)
Lokasi :POLDA DiY,

Wakiu 1 JULI 201559 1 OKTOBER 2015

Dengan Ketentuan
1. Menyerankan surat reteranganiijin survabfpenentianfnendataan.'_::er:gembanganfpengua;:an.*studi lapangan *) oari Pemerintan Daerah DIV
kepada BupatiValikots melalui institusi yang berwenang mengelu

arkan ipn dimaksud,
2. Menyerahkan soft copy hasil penslitiannya baik kepada Gubernur Daeran Istimewa Yogyakana melalui Birg Administrasi Pembangunan

Setoa DJ_Y dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melaiui wehsite adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan ssh
yang sudah disahkan dan dicubuni cap institusi;

8. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperiuan iimiah, dan pemegang
4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 {dua) kali dei.gan me

mengajukan perpanjangan melalui websile adbang.jogjaprov.go.id;
5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewakiu-wakiu apabila pemegang yin int lidak memenuhi ketentuan yang berlaku,

ijin wajib mentaati ketentuan yang beriaku di lokasi kegiatan;
nunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waklunya setelan

Dikeiuarkan ¢i Yogyasana
Pada langgal 1 JULI 2015
A.n Sekratans Dasrah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UG,
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

” 8503 2 006
Tembusan ;

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LA
2, POLDA DIY,

3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOb-
4. YANG BERSANGKUTAN

Notice: Undefined vanable: remstembusan in Jvara'wwwfhtmI!Izim’appllca'Hcm!mu|:|ules!pznfcontrailorsI!zlnCGntrulIer.php on ling 180



apermlarigyabco com

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814
(Hunting)
YOGYAKARTA 55213
; /1IN
070/REG/V/21/T12015

lembaca Surat  : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK  Nomor t UIN.02/DS.1/PP.00,9/1209,A/2015
Tanggal 112 JUNI 2015 . Perinal P WIN PENELITIAN/RISET

Mengingst: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20086, tentang Perizinan bagl Parguruan Tinggl Asing, Lembaga Penelitian dan )

Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam malakukan Kegitan Peneiitian dan Pengembangan di
Indonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:

3. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakana Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan
Orgenisasl di Lingkungan Sekretariat Dasrah dan Sekrelarat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubemur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomar 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan,
Rekomendasi Pelaksanaan Survel, Fenelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah
Istimewa Yogyakarta. ’

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan suwah‘psne!itiampendatasnfpsngembangampengkajian!srudi lapangan kepada:

Nama ‘MOH, HUSAIN JUNAIDI NIP/NIM : 11340085
Alamat :FAKULTAS SYARI'AM DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Judul :PENEGAKAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK ILLEGAL (STUDI TERHADAP FORUM
JUAL BEL| KASKUS KORWIL YOGYAKARTA)

Lokasi :POLDA DIY,
Waktu 1 JULI 2015 sid 1 OKTOBER 2015

Dengan Ketentuan

i Menyerankan surat keteranganiyin surveilpensitian/pendataan

kepada Bupati’Waikotia meiaiul institusi yang berwenang meng

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Guber

Setua DIY dalam compact disk (CD) maupun men
yang sudah disahkan dan dibubyhi cap institusi;

3. ljiin inl hanya dipergunakan untuk keperivan imiah, dan Pemegang |in wajib mentaati ketentuan yang beraku di lokasi kegiatan;

4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kak dengan manunjukkan surat ini kemball sebelum berakhir waktunya satelah
mengajukan perpanjangan melaluj website adbang.jogjaprov.go.id;
5. ljin vang diberikan dapat dibatalken sewaktu-wakiy apa

‘sengembangan/pengkajian/siudi lapangan "j dar Pemerntan Caeran DIy
eluarkan iin dimaksud,

nur Daerah istimewa Yogyakana melalui Birg Administrasi Pembangunan
gunggah {upload) melaiul website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan as!

bila pemegang iin ini lidak memanuhi ketentuan yang berlaku.

Cikewarkan gi Yogyasana
Pada tanggal 1 JULI 2015
A.n Bekretans Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UG,
Kepala Biro Administras! Pembangunan

3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK .
4. YANG BERSANGKUTAN

Notice. Undefined vanable: rsmstembusan in Nan’wwwfhtrnI!Izlnrappllca'llnmmm:lules!pznfcomrolIers!izlntcntmllur‘php on line 180



Nama
Tempat tanggal Lahir :

Alamat

Agama

Jenis Kelamin
Nama Ayah
Nama lbu

Riwayat Pendidikan

Riwayat Organisasi

CURICULUM VITAE

: Moh. Husain Junaidi

Lamongan, 04 Oktober 1991

- JI. Poros sukorejo Kec.Karangbinangun Kab. Lamongan

(Jawa Timur)

:Islam
: Laki-laki
: H. Hasan Mukhtar

: Hj. Dzurial Khuswa

Sekolah Dasar: Miftakhul Huda Karangbinangun
Lamongan (Jawa Timur)

Sekolah Menengah Tingkat Pertama: MTS. Miftakhul
Huda Karangbinangun Lamongan (Jawa Timur).
Sekolah Menengah Atas: SMA. Mambaussholihin suci
Manyar Gresik (Jawa Timur).

Sekolah Menengah Atas: SMA. Misykat Al-Anwar
Gowok Jombang.

Osis (Organisasi Siswa Intra Sekolah) sekretaris MTS.
Miftakhul Huda.

Hipmy (Himpunan Pengusaha Muda Y ogyakarta)
KPK (Komunitas Pejalan Kaki)



	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	PERSETUJUAN SKRIPSI
	PENGESAHAN TUGAS AKHIR
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	PEDOMAN SINGKATAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



